
  

 
 

WALIKOTA  TEGAL 
PROVINSI JAWA TENGAH   

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR    6   TAHUN   2017 

TENTANG 

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi 
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Tegal tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan 
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

   
6. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  6.  Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  7.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun Tahun 2007 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4713); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);  

    

13. Peraturan . . . 
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  13.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

  14.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);  

  15.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kota 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4); 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  17.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 

menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330); 

  18.  Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal 
Tahun 2016 Nomor 18); 

  19.  Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 
26); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR 
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN 
NONFORMAL SEJENIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KOTA TEGAL. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota Tegal ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Walikota . . . 
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3. Walikota adalah Walikota Tegal. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. 

6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit 
pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah 

yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis. 

7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF 
Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

program pendidikan nonformal. 

8. Program pendidikan non formal yang selanjutnya disebut Program PNF 
adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan 
masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia 

dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 

pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik. 

 

BAB II 
ALIH FUNGSI 

 

Pasal 2  
 

Dengan Peraturan Walikota ini SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF 
Sejenis. 
 

 

Pasal 3 
 

SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang 

diselenggarakan oleh Dinas. 
 
 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 4 

 

(1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Urusan Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pamong Belajar yang 

diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB. 

(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menjalankan tugas administrasi Satuan PNF Sejenis. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan 

Program PNF. 

(5) Bagan . . . 
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(5) Bagan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 

 
BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 5 
 

(1) SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan Program PNF; 

b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal; 

c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan 

nonformal; 

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat; dan 

e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 6 
 

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota 
Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini 
 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 7 

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, Pejabat yang ada tetap 

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini 

 

 
 
 

BAB VII . . . 
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Diundangkan di Tegal 

pada tanggal 1 Maret 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 

 

ttd 

 

DYAH KEMALA SINTHA 

 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR  6 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal 
 
 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal    

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 
 

SITI MASITHA SOEPARNO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BUDIO PRADIBTO, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP 19700705 199003 1 003 

 
 

 
 
 

 
 



  

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR   6  TAHUN 2017 
TENTANG ALIH  FUNGSI SANGGAR 

KEGIATAN BELAJAR MENJADI 
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
SEJENIS DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KOTA TEGAL 
 
 

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS 

 

 
 

 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
SITI MASITHA SOEPARNO 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BUDIO PRADIBTO, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP 19700705 199003 1 003 

KEPALA

DINAS

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

URUSAN TATA USAHA

 

KEPALA 

URUSAN TATA USAHA 


